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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, 

disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari 

perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah 

Kecamatan Pohjentrek sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan Kecamatan  Pohjentrek. Kewenangan 

tersebut adalah dalam hal menentukan  dan melaksanakan  

kebijakan  menurut  prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, 

pengawasan serta evaluasi.  

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman 

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat 

Daerah. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi 

masukan dengan proses penyusunan Perubahan RKPD. Secara lebih 

rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen 

perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1 

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen 

Perencanaan Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Perubahan 

Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024 disusun dengan tahapan 

sebagai berikut:  

a. Persiapan penyusunan,  

b. Penyusunan rancangan awal,  

c. Penyusunan rancangan,  

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,  

e. Perumusan rancangan akhir, dan  

f. Penetapan. 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Peubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Pohjentrek disusun atas 

dasar : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 

18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan 

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang ; 



2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah 

dengan Undang – Undang nomor 2 Tahun 1965; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Inonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang – Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 

114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan 



Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan 

Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 225); 

17. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 

18. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor  

77  Tahun  2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

24. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, 



Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlidungan Anak Nomor : 

270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 

050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang 

Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutaan Gender 

(PUG) melelaui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif 

Gender (PPRG);  

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15..5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12 ); 

27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2025  

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023 tentang 

Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2024 - 2026; 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud  penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan 

Pohjentrek adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan 

pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat 

anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan 

pada tahun 2024 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-

cita masyarakat Kecamatan Pohjentrek dan guna pencapaian tujuan 

yang lebih besar yakni tercapainya visi dan misi Kabupaten 

Pasuruan. 

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan 

Pohjentrek adalah sebagai berikut : 

1.  Perubahan Renja 0PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan daerah. 



2. Perubahan Renja OPD disusun untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah 

dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten 

Pasuruan di Kecamatan Pohjentrek 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Perubahan Rencana kerja Kecamatan Pohjentrek disusun dengan 

sistematika penulisan sesuai lampiran  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan outline sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja 

Kecamatan Pohjentrek, proses penyusunan Renja, 

keterkaitan antara Renja Kecamatan Pohjentrek 

dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, 

Renstra Kecamatan Pohjentrek, serta tindak 

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang - undang, 

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan 

ketentuan peraturan lainnya, kewenangan 

Kecamatan Pohjentrek, serta pedoman yang 

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran OPD. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan 

dari penyusunan Renja Kecamatan Pohjentrek. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan 

Renja Kecamatan Pohjentrek, serta susunan garis 

besar isi dokumen. 

BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 

2.1. Evaluasi Hasil Renja 2023 Triwulan II 

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pohjentrek 

Tahun lalu dan Tahun Berjalan serta capaian 

Renstra Kecamatan  Pohjentrek, Membahas tentang 



pemberian nilai atau pertimbangan terhadap 

kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu. 

2.2. Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi Perangkat daerah 

isu terbaru s/d semester II 2024, misal : perubahan 

regulasi atau instruksi pemerintah pusat, 

kasus/kejadian luar biasa (wabah penyakit, 

bencana, dll). 

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat 

Daerah 

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara 

nyata oleh Kecamatan Pohjentrek dalam kurun 

waktu tertentu dengan rumusan yang lebih 

spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan 

melalui Rencana Kerja 

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan  dalam lingkungan OPD Kecamatan 

Pohjentrek serta penganggaran atau biaya yang 

dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 

2.1. Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II  

Perubahan Renja Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan 

adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Kecamatan 

Pohjentrek. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau 

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu 

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.  

Terkait dengan hal tersebut Perubahan Renja Kecamatan 

Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran 

kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang 

telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pohjentrek melalui 

tabel 2.1 berikut : (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lihat pada halaman lampiran-lampiran ) 



 Rp  Rp  Rp Rp  Rp K Rp K Rp  Rp K Rp  Rp K Rp

Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

Bidang Urusan Kecamatan

1
Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja PD

1

Persentae Dokumen atau 

Laporan Administrasi 

Perangkat Daerah yang Baik 

atau Sesuai Regulasi

100 %             9.316.697.356 100 % 2.940.203.336,00          25 % 630.673.689,00          25 % 817.752.160,00      50 % 1.448.425.849,00      0,50         0,49                             50 % 1.448.425.849,00        0,50 0,16

1

Persentase konsistensi 

indikator kinerja program/ 

kegiatan/ subkegiatan pada 

dok rencana, anggaran, dan 

evaluasi

100 %                  19.860.000 100 % 5.000.000,00                 50 % 725.000,00                 -                              100 % 725.000,00                1,00         0,15                             100 % 725.000,00                  1,00 0,04

1
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah
30 Dokumen                     6.620.000 8 Dokumen 2.000.000,00                  2 dokumen 475.000,00                  3 dokumen -                             5 Dokumen 475.000,00                0,63         0,24                             5 Dokumen 475.000,00                  0,17 0,07

2
Koordinasi dan Penyusunan DPA 

- SKPD

Jumlah Dokumen DPA - SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA - 

SKPD

3 Dokumen                     3.310.000 1 Laporan 1.000.000,00                  -                                 -                             0 Laporan -                                 -               -                                   0 Laporan -                                   0,00 0,00

3
Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA - SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 

DPA - SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan DPA - 

SKPD

3 Dokumen                     3.310.000 1 Dokumen 1.000.000,00                  -                                 -                             0 Dokumen -                                 -               -                                   0 Dokumen -                                   0,00 0,00

4

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

60 Dokumen                     6.620.000 4 Laporan 1.000.000,00                  1 Laporan 250.000,00                  1 laporan -                             2 Laporan 250.000,00                0,50         0,25                             2 Laporan 250.000,00                  0,03 0,04

2

Persentase laporan keuangan 

yang sesuai dengan ketentuan 

dan dapat 

dipertanggungjawabkan

100 %             7.538.775.541 100 % 2.382.290.577,00          25 % 532.998.069,00          25 % 707.004.237,00      50 % 1.240.002.306,00      0,50         0,52                             50 % 1.240.002.306,00        0,50 0,16

5
Penyediaan Gaji  dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN
14

orang/ 

bulan
              6.319.572.458 14

orang/ 

bulan
2.001.020.577,00            14

orang/ 

bulan
443.643.069,00           14

orang/ 

bulan
620.969.237,00        28 orang/ 

bulan
1.064.612.306,00      2,00         0,53                             28 orang/ 

bulan
1.064.612.306,00        2,00 0,17

6
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administras 

Pelaksanaan Tugas ASN

36 dokumen               1.093.489.283 12 dokumen 343.290.000,00               3 dokumen 79.860.000,00             3 dokumen 76.540.000,00          6 dokumen 156.400.000,00         0,50         0,46                             6 dokumen 156.400.000,00           0,17 0,14

7

Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/ Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan Pengujian/ 

Verifikasi Keuangan SKPD

231 dokumen                  125.713.800 60 dokumen 37.980.000,00                 15 dokumen 9.495.000,00               15 dokumen 9.495.000,00           30 dokumen 18.990.000,00           0,50         0,50                             30 dokumen 18.990.000,00             0,13 0,15

3

Persentase laporan/dokumen 

Barang Milik Daerah yg 

akurat dan sesuai dengan 

ketentuan

100% %                    9.930.000 100 % 1.700.000,00                 25 % -                                  25 % -                              50 % -                                 0,50         -                                   50 % -                                    50,00 0,00

8

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah 

SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD
6 Dokumen                     3.310.000 -                                     -                                 -                             0 -                                 0 -                                   0,00 0,00

9
Penatausahaan Barang Milik 

Daerah Pada SKPD

Jumlah Laporan 

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah Pada SKPD 

12 laporan                     6.620.000 4 Laporan 1.700.000,00                  1 Laporan -                                 1 Laporan -                             2 Laporan -                                 0,50         -                                   2 Laporan -                                   0,17 0,00

4

Persentase dokumen 

kepegawaian yang akurat 

dan sesuai ketentuan

100 %                  85.730.324 100 % 24.930.000,00               25 % 475.000,00                 25 % -                              50 % 475.000,00                0,50         0,02                             50 % 475.000,00                  0,50 0,01

10
Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Perlengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Perlengkapan
3 paket                    39.390.324 -                                     -                                 -                             0 -                                 0 -                                   0,00 0,00

11
Pendataan dan Pengelolahan 

Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan 

dan Pengelolahan Administrasi 

Kepegawaian 

12 Dokumen                     6.620.000 4 Dokumen 2.000.000,00                   1 dokumen 475.000,00                  1 dokumen -                             2 Dokumen 475.000,00                0,50         0,24                             2 Dokumen 475.000,00                  0,17 0,07

12
Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

12 Dokumen                     6.620.000 -                                     -                                 -                             0 -                                 0 -                                   0,00 0,00

13

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi Yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

2
orang/ 

bulan
                   33.100.000 2

orang/ 

bulan
22.930.000,00                 -                                 -                             0 orang/ 

bulan
-                                 -               -                                   0 orang/ 

bulan
-                                   0,00 0,00

5

Persentase pemenuhan 

kebutuhan umum Perangkat 

Daerah

100 %                429.638.000 100 % 140.033.500,00             100 % 42.168.250,00            28.877.072,00        100 % 71.045.322,00           1,00         0,51                             100 % 71.045.322,00             1,00 0,17

14

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

12 paket                    13.240.000 4 paket 10.405.000,00                 1 paket 7.850.000,00               1 paket 850.000,00              2 paket 8.700.000,00             0,50         0,84                             2 paket 8.700.000,00               0,17 0,66

15
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

12 paket                    48.988.000 4 paket 10.148.000,00                 1 paket 1.980.000,00               1 paket 1.980.000,00           2 paket 3.960.000,00             0,50         0,39                             2 paket 3.960.000,00               0,17 0,08

16
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rmh 

Tangga yang Disediakan
3 paket                    16.550.000 1 paket 5.000.000,00                   -                                 1 paket 4.900.000,00           1 paket 4.900.000,00             1,00         0,98                             1 paket 4.900.000,00               0,33 0,30

17
Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan
12 paket                    49.650.000 4 paket 15.808.000,00                 1 paket 3.153.200,00               1 paket 3.153.200,00           2 paket 6.306.400,00             0,50         0,40                             2 paket 6.306.400,00               0,17 0,13

18
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

12 paket                    33.100.000 4 paket 9.897.500,00                   1 paket 1.882.900,00               1 paket 2.072.000,00           2 paket 3.954.900,00             0,50         0,40                             2 paket 3.954.900,00               0,17 0,12

19 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu
36 laporan                    33.100.000 12 Laporan 6.075.000,00                   3 Laporan 1.494.000,00               3 Laporan 1.494.000,00           6 Laporan 2.988.000,00             0,50         0,49                             6 Laporan 2.988.000,00               0,17 0,09

20
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

36 laporan                  231.700.000 12 Laporan 82.700.000,00                 3 Laporan 25.808.150,00             3 Laporan 14.427.872,00          6 Laporan 40.236.022,00           0,50         0,49                             6 Laporan 40.236.022,00             0,17 0,17

6
Persentase pengadaan Barang 

Milik Daerah yang terealisasi
100 %                331.000.000 100 % 133.909.651,00             -                                  18.300.000,00        0 % 18.300.000,00           -               0,14                             0 % 18.300.000,00             0,00 0,06

22

Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Disediakan

6 Unit             165.500.000,00 -                                     -                                 -                             0 -                                 0 -                                   0,00 0,00

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja Tahun 2024 (%)

13 = 12/7 x 100%

Administrasi Barang Milik Daerah 

Pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

I

12

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

….......

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ 

KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1 2 4
5

K

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

3

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap  Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan

Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

No Sasaran 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes) / Kegiatan (output) 

/ Sub Kegiatan

Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir 

Periode Renstra)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d 

Renja Tahun (n-1) 2023
Target Kinerja dan AnggaranTahun 2024

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 

Renja 2024

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 

Renstra Tahun 

2024 (%)
II III IV

Realisasi  Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 

Tahun 2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

15 = 13/5 x 100%6 10 11 14 = 6+1287 9

KKK KKK

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah
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5

K
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No Sasaran 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes) / Kegiatan (output) 

/ Sub Kegiatan

Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir 

Periode Renstra)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d 

Renja Tahun (n-1) 2023
Target Kinerja dan AnggaranTahun 2024

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 

Renja 2024

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 

Renstra Tahun 

2024 (%)
II III IV

Realisasi  Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 

Tahun 2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

15 = 13/5 x 100%6 10 11 14 = 6+1287 9

KKK KKK

23 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel Yang 

Disediakan
18 Unit                    33.100.000 2 paket 11.660.439,00                 -                                 0 paket -                                 -               -                                   0 paket -                                   0,00 0,00

24
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang Disediakan
12 Unit                    99.300.000 5 Unit 18.347.690,00                 -                                 5 Unit 18.300.000,00          5 Unit 18.300.000,00           1,00         1,00                             5 Unit 18.300.000,00             0,42 0,18

25

Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  

Prasarana  Gedung  Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

0 -                                   - -                                     -                                 -                             0 -                                 0 -                                   #DIV/0!

26

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit  Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

12 Unit                    33.100.000 4 Unit 103.901.522,00               -                                 -                             0 Unit -                                 -               -                                   0 Unit -                                   0,00 0,00

7

Persentase jasa penunjang 

opersional kantor yang 

tersedia

100 %                469.681.387 100 % 140.922.908,00             25 % 36.047.742,00            25 % 36.817.851,00        50 % 72.865.593,00           0,50         0,52                             50 % 72.865.593,00             0,50 0,16

27
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik yang Disediakan

36 laporan                    99.300.000 12 Laporan 28.958.292,00                 3 Laporan 8.039.088,00               3 Laporan 8.839.197,00           6 Laporan 16.878.285,00           0,50         0,58                             6 Laporan 16.878.285,00             0,17 0,17

28
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan

36 laporan                  370.381.387 12 Laporan 112.034.616,00               3 Laporan 28.008.654,00             3 Laporan 27.978.654,00          6 Laporan 55.987.308,00           0,50         0,50                             6 Laporan 55.987.308,00             0,17 0,15

8

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Barang Milik 

Daerah kondisi  baik
100 %                432.082.104 100 % 111.346.700,00             25 % 18.259.628,00            25 % 26.753.000,00        50 % 45.012.628,00           0,50         0,40                             50 % 45.012.628,00             0,50 0,10

29

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

18 Unit                  264.800.000 6 Unit 84.586.700,00                 6 unit 15.834.628,00             6 unit 17.893.000,00          12 Unit 33.727.628,00           2,00         0,40                             12 Unit 33.727.628,00             0,67 0,13

30 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 36 Unit                    33.100.000 12 Unit 8.880.000,00                   -                                 12 Unit 8.860.000,00           12 Unit 8.860.000,00             1,00         1,00                             12 Unit 8.860.000,00               0,33 0,27

31
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara
36 Unit                    34.882.104 12 Unit 6.660.000,00                   3 unit 1.600.000,00               -                             3 Unit 1.600.000,00             0,25         0,24                             3 Unit 1.600.000,00               0,08 0,05

32

Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/ Direhabilitasi

12 Unit                    66.200.000 4 Unit 7.920.000,00                   -                             0 Unit 825.000,00                -               0,10                             0 Unit 825.000,00                  0,00 0,01

33

Pemeliharaan/ Rehabilitasi  

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi

12 Unit                    33.100.000 12 Unit 3.300.000,00                   3 unit 825.000,00                  3 unit 825.000,00              6 Unit 825.000,00                0,50         0,25                             6 Unit 825.000,00                  0,50 0,02

2

Meningkatnya 

Hasil Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan, 

Pelayanan Publik 

dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa

Persentase Dokumen 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang tepat 

waktu dan Indeks Pelayanan 

Publik Kecamatan

100 %                115.850.000 100 % 26.621.800,00               25 % 19.760.550,00            25 % 608.500,00             50 % 20.369.050,00           0,50         0,77                             50 % 20.369.050,00             0,50 0,18

9

Persentase kegiatan 

pemerintahan yang 

dikoordinasikan dengan 

instansi terkait

100 %                           49.650.000 100 % 17.999.800,00               25 % 19.760.550,00            25 % 4.307.500,00-          50 % 15.453.050,00           0,50         0,86                             50 % 15.453.050,00             0,50 0,31

34

Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait

3 Laporan                    49.650.000 1 Laporan 15.499.800,00                 1 Laporan 15.453.050,00             -                             1 Laporan 15.453.050,00           1,00         1,00                             1 Laporan 15.453.050,00             0,33 0,31

Peningkatan Efektifitas kegiatan 

Pemerintahan  di tingkat 

Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di tingkat 

kecamatan

2 laporan                     3.327.500 1 Laporan 2.500.000,00                   -                                 1 Laporan 2.475.000,00           1 Laporan 2.475.000,00             1,00         0,99                             1 Laporan 2.475.000,00               0,50 0,74

10

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh Unit Kerja 

PD yang ada di Kecamatan

Persentase Laporan bulanan 

PATEN yang Diselesaikan 

Tepat Waktu (berdasarkan 

Perbup PATEN)

100 %                  33.100.000 100 % 4.997.000,00                   25 % -                                 25 % 2.441.000,00           50 % 2.441.000,00             0,50         0,49                             50 % 2.441.000,00               0,50 0,07

35

Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan  kepada 

Masyarakat di Wil Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat 

di Wilayah Kecamatan

3 laporan                    33.100.000 12 Laporan 4.997.000,00                   3 laporan -                                 3 laporan 2.441.000,00           6 Laporan 2.441.000,00             0,50         0,49                             6 Laporan 2.441.000,00               2,00 0,07

11

Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Persentase Realisasi PBB-P2 100 %                  33.100.000 100 % 3.625.000,00                 -                                  -                              0 % -                                 -               -                                   0 % -                                    0,00 0,00

36

Pelaksanaan Urusan 

Pemerinthan yang terkait dgn 

Kewenangan Lain yang 

Dilimpahkan

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Kewenangan Lain yang 

Dilimpahkan

27 laporan                    33.100.000 9 Laporan 3.625.000,00                   -                                 -                             0 Laporan -                                 -               -                                   0 Laporan -                                   0,00 0,00

Persentase lembaga 

kemasyarakatan 

desa/kelurahan yang aktif

55 %                188.570.700 90 % 14.888.000,00               90 % 4.307.500,00              -                              70 % 4.307.500,00             0,78         0,29                             70 % 4.307.500,00               1,27 0,02

12

Persentase Hasil Evaluasi 

Pemberdayaan Masyarakat 

yang ditindaklanjuti

180 %                  89.270.700 100 % 2.775.000,00                 25 % -                                  -                              25 % -                                 0,25         -                                   25 % -                                    0,14 0,00

37

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Lap Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan (Evaluasi 

Program PKK)

12 Laporan                    89.270.700 7 Laporan 2.775.000,00                   -                                 -                             0 Laporan -                                 -               -                                   0 Laporan -                                   0,00 0,00

13

Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga

450 Keluarga                  99.300.000 150 Keluarga 12.113.000,00               50 keluarga 4.307.500,00              -                              50 Keluarga 4.307.500,00             0,33         0,36                             50 Keluarga 4.307.500,00               0,11 0,04

38
Peningkatan Ketahanan Pangan 

Keluarga

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Ketahanan Pangan Keluarga

150 Keluarga                    33.100.000 50 Keluarga 4.371.000,00                   50 keluarga 4.307.500,00               -                             50 Keluarga 4.307.500,00             1,00         0,99                             50 Keluarga 4.307.500,00               0,33 0,13

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
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Tahun 2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
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39

Penumbuhan Kesadaran 

Keluarga dalam Peningkatan 

Derajat Kesehatan  Keluarga 

dan Lingkungan dengan 

Menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Penumbuhan 

Kesadaran Keluarga  dalam 

Peningkatan Derajat Kesehatan 

Keluarga dan Lingkungan 

Dengan Menerapkan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat

150 Keluarga                    33.100.000 50 Keluarga 3.871.000,00                   -                                 -                             0 Keluarga -                                 -               -                                   0 Keluarga -                                   0,00 0,00

40

Penumbuhan Kesadaran 

Keluarga dalam Peningkatan 

Kualitas Kelestarian Lingkungan 

Hidup

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Penumbuhan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Taraf Hidup 

Keluarga melalui Kehidupan 

Berkoperasi dan Pengembangan 

Ekonomi Lainnya

150 Keluarga                    33.100.000 50 Keluarga 3.871.000,00                   -                                 -                             0 Keluarga -                                 -               -                                   0 Keluarga -                                   0,00 0,00

Persentase Penanganan 

gangguan Trantibum
100 %                  54.159.875 100 % 81.682.500,00               25 % 31.125.000,00            25 % 7.362.500,00          50 % 38.487.500,00           0,50         0,47                             50 % 38.487.500,00             0,50 0,71

14

Persentase laporan yang 

ditindaklanjuti ke instansi 

terkait

100 %                  54.159.875 100 % 78.682.500,00               25 % 31.125.000,00            25 % 7.362.500,00          50 % 38.487.500,00           0,50         0,49                             50 % 38.487.500,00             0,50 0,71

41

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil 

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, TNI 

dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

12 Laporan                    20.927.475 4 Laporan 67.122.500,00                 1 Laporan 31.125.000,00             1 Laporan 500.000,00              2 Laporan 31.625.000,00           0,50         0,47                             2 Laporan 31.625.000,00             0,17 1,51

42

Harmonisasi Hubungan Dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

6 laporan                    33.232.400 2 Laporan 11.560.000,00                 -                                 1 Laporan 6.862.500,00           1 Laporan 6.862.500,00             0,50         0,59                             1 Laporan 6.862.500,00               0,17 0,21

3.000.000,00                 -                                 -                             0 -                                 -                                   0 -                                   

Koordinasi  Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

3.000.000,00                   -                                 -                             0 -                                 -                                   0 -                                   

43

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

Persentase konflik SARA yang 

diselesaikan sesuai 

kewenangan

100 %                  66.200.000 100 % 4.950.000,00                 0 % -                                 -                             0 % -                                 -               -                                   0 % -                                   0,00 0,00

15

Penyelenggaraan  Urusan  

Pemerintahan  Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Peserta yang 

Mengikuti Pembinaan 

Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional

150 Oraang                  66.200.000 50 orang 4.950.000,00                   -                                 -                             0 orang -                                 -               -                                   0 orang -                                   0,00 0,00

44

Pembinaan       Wawasan       

Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan 

Pancasila,   Pelaksanaan UUD 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pelestarian 

Bhinneka  Tunggal  Ika  serta 

Pemertahanan    dan    

Pemeliharaan    Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan 

Pancasila, Pelaksanaan UUD 

Negara Republik Indonesia 

Tahun  1945, Pelestarian 

Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

(PHBN, Hari Jadi Kabupaten 

Pasuruan, Hari Santri)

150 Orang                    66.200.000 50 orang 4.950.000,00                   -                                 -                             0 orang -                                 -               -                                   0 orang -                                   0,00 0,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Pemerintahan Desa 

dengan Administrasi Desa 

yang Baik

100 %                  51.305.000 100 % 5.100.000,00                 44 % -                                 -                             50 % -                                 0,50         -                                   50 % -                                   0,50 0,00

16

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koord. Pembinaan dan 

Pengawasan pemerintah Desa

Persentase hasil  Fasilitasi, 

Pembinaan dan Pengawasan 

pemerintah Desa yang 

ditindaklanjuti

100 %                  51.305.000 100 % 5.100.000,00                 44 % -                                 -                             44 % -                                 0,44         -                                   44 % -                                   0,44 0,00

45

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala 

Desa

Jumlah Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 

Penyusunan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa 

(Perdes tentang APBDes)

27 laporan                    14.895.000 -                                     -                                 -                             0 -                                 0 -                                   0,00 0,00

46
Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 

Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa (Buku 

Administrasi Desa x banyak 

desa)

729 Dokumen                    29.790.000 -                                     -                                 -                             0 -                                 0 -                                   0,00 0,00

47

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

Jumlah Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Desa 

dan Pendayagunaan Aset Desa 

(Verifikasi Laporan Keuangan 

Desa)

243 Dokumen                     6.620.000 81 Dokumen 5.100.000,00                   -                                 -                             0 Dokumen -                                 -               0 Dokumen -                                   0,00 0,00

48
Fasilitasi Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi 

dalam rangka Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa

2 Dokumen                    10.000.000 -                                     -                                 -                             0 -                                 0 -                                   0,00 0,00

9.792.782.931                     3.073.445.636,00          685.866.739,00          1.511.589.899,00      49,18                           1.511.589.899,00        

46,296

tinggi

44,21 

sedang

45,278

Predikat Kinerja KEGIATAN

Rata-rata capaian kinerja SUBKEGIATAN (%)

Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%)

Predikat Kinerja PROGRAM

Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%)

Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN UMUM

TOTAL



 Rp  Rp  Rp Rp  Rp K Rp K Rp  Rp K Rp  Rp K Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja Tahun 2024 (%)

13 = 12/7 x 100%

I

12
1 2 4

5

K

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

3

No Sasaran 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes) / Kegiatan (output) 

/ Sub Kegiatan

Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir 

Periode Renstra)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d 

Renja Tahun (n-1) 2023
Target Kinerja dan AnggaranTahun 2024

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 

Renja 2024

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi Anggaran 

Renstra Tahun 

2024 (%)
II III IV

Realisasi  Kinerja dan Anggaran Renstra s/d 

Tahun 2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

15 = 13/5 x 100%6 10 11 14 = 6+1287 9

KKK KKK

sangat 

rendah

KETERANGAN PREDIKAT KINERJA

PREDIKAT KINERJA Pasuruan,        Juni 2024

SANGAT TINGGI Camat Pohjentrek

TINGGI

SEDANG

RENDAH

SANGAT RENDAH

IFAN GUNARDI

NIP. 196811151999031005

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya : diperlukan koordinasi dan sinkronisasi jadwal antar seksi

0 - <51%

INTERVAL NILAI

91% - 100%

76% - <91%

66% - <76%

51% - <66%

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kinerja program dan kegiatan telah tercapai cukup bagus meskipun kinerja subkegiatan masih sangat rendah , hal ini dikarenakan kinerja program kegiatan tidak banyak bergantung pada anggaran subkegiatan. 

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Capaian kinerja subkegiatan di tribulan 1 masih sangat rendah karena penyerapan anggaran dan pelaksanaan subkegiatan ada yang terkendala pemilihan penyedia ataupun  kurangnya koordinasi dengan kepala seksi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera merealisasikan pelaksanaan subkegiatan sesuai dengan RAK dan KAK tahun 2024 dengan melakukan koordinasi antar seksi

Predikat Kinerja SUBKEGIATAN



Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pohjentrek 

sampai dengan Triwulan II tahun 2024, secara umum telah dilaksanakan 

sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA), 

serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa 

rencana kerja yang belum terealisasi , disebabkan karena Sub Kegiatan 

Tersebut Tidak terakomodir ke dalam DPA kecamatan Pohjentrek Tahun 

2023 dan 2024. 

2.2. Isu – Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Pada tahun 2024 ini merupakan tahun menjelang pelaksanaan 

Pemilihan umum tahun 2024, sehingga Kecamatan sebagai Wilayah 

teritorial juga mempunyai tugas dan tanggung jawab atas 

terselenggaranya pemilu yang aman dan damai.  

Sebagaimana fungsi kecamatan yang telah disesuaikan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 Ayat (1) 

Pembinaan dan Pengawasan Desa Oleh Camat atau Sebutan Lain 

yang salah satunya dilakukan dengan fasilitasi pelaksanaan 

pemilihan kepala desa. Pada tahun 2024 di wilayah Kecamatan 

Pohjentrek melaksanakan pemilihan Kepala Desa Warungdowo dan 

Parasrejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT 

DAERAH 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya 

tujuan strategis ini, maka Kecamatan Pohjentrek Kabupaten 

Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 

satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan 

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.  

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga 

memungkinkan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk 

mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat 

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, 

agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan 

strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki 

indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. 

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Pohjentrek  Kabupaten 

Pasuruan adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di tingkat 

kecamatan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Kecamatan. 

Sedangkan Sasaran strategis Kecamatan Pohjentrek merupakan 

bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk 

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih 

menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang 

sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan 

kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-

sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan 

strategis yang terkait. Dengan demikan, apabila seluruh sasaran yang 

ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis 

terkait juga telah dapat dicapai. 

Sasaran strategis Kecamatan Pohjentrek adalah Meningkatnya 

hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik 



Tabel 3.1. 

Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

Awal Perubahan

1 3 4 5 6 7 8

Tujuan  PD 

Nilai IKM Kecamatan IKU Nilai 93,55 94 94

Sasaran PD

1

Persentase Hasil Penyelenggaraan 

Kecamatan
IKU Nilai 100 100,00 100,00

2

Nilai SAKIP PD IKU % 73,40 77 77

No IKU/ SPM/IKK Satuan
Realisasi 

2023

Target 2024
Uraian

2

Meningkatnya Hasil Koordinasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan 

Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

di Tingkat Kecamatan

Ket



dan pemberdayaan masyarakat desa dan Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja PD. 

3.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi 

yang diemban oleh suatu organisasi.  Adapun kegiatan merupakan 

suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan 

tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan sedangkan 

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam 

pelaksanaan kewenangan daerah.  

Dengan mempertimbangkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana 

Kerja tahun 2024 sampai dengan tribulan II dan juga kebutuhan 

penghematan anggaran berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pasuruan Nomor.100.3.4/1245/424.102/2024 Hal 

Penghematan Belanja APBD tahun 2024, maka Program-program 

serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2024 Mengalami perubahan yaitu 6 program 16 kegiatan 

(awal 17 kegiatan) 36 subkegiatan (awal 40 subkegiatan), dengan total 

pagu kebutuhan indikatif sebesar 3.007.631.492,- bersumber dari 

Dana Alokasi Umum, adapun program kegiatan tersebut 

sebagaimana pada tabel 3.2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KABUPATEN : PASURUAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN  POHJENTREK

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (SATUAN) PAGU (Rp) PAGU (Rp)

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (SATUAN) PAGU (Rp)  PAGU (Rp) 

1 2 3 4 6 8 9 10 12 13 15 = 12 - 8 16

URUSAN PEMERINTAHAN 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/ KOTA

Persentae Dokumen atau Laporan 

Administrasi Perangkat Daerah 

yang Baik atau Sesuai Regulasi

100 % 3.146.112.361,00      100 % 2.940.203.336,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/ KOTA

Persentae Dokumen atau Laporan 

Administrasi Perangkat Daerah 

yang Baik atau Sesuai Regulasi

100 % 2.906.426.192,00 DAU               -  - -33.777.144,00

BIDANG URUSAN 

KECAMATAN

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase konsistensi indikator 

kinerja program/ kegiatan/ 

subkegiatan pada dok rencana, 

anggaran, dan evaluasi

100 % 6.000.000,00             100 % 5.000.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase konsistensi indikator 

kinerja program/ kegiatan/ 

subkegiatan pada dok rencana, 

anggaran, dan evaluasi

100 % 5.000.000,00 DAU              - - -                            

UNSUR KEWILAYAHAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah
12 Dokumen 2.000.000,00              8 dokumen 2.000.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah
8 Dokumen 2.000.000,00 DAU              - - -                            

Koordinasi dan Penyusunan DPA - 

SKPD

Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA - SKPD

1 Dokumen 1.000.000,00              1 dokumen 1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA - 

SKPD

Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA - SKPD

1 Dokumen 1.000.000,00 DAU              - - -                            

Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA - SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA - 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan 

DPA - SKPD

1 Dokumen 1.000.000,00              2 dokumen 1.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA - SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA - 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan 

DPA - SKPD

1 Dokumen 1.000.000,00 DAU

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

20 Dokumen 2.000.000,00              4 laporan 1.000.000,00

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

20 Dokumen 1.000.000,00 DAU

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase laporan keuangan yang 

sesuai dengan ketentuan dan 

dapat dipertanggungjawabkan

100 % 2.540.602.661,00      100 % 2.382.290.577,00
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase laporan keuangan yang 

sesuai dengan ketentuan dan 

dapat dipertanggungjawabkan

100 % 2.342.853.469,00 DAU              - - -39.437.108,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN
14

orang/ 

bulan
2.170.243.361,00        16

orang/ 

bulan
2.001.020.577,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN
14

orang/ 

bulan
2.001.033.469,00 DAU        (2,00) - 12.892,00               pegawai pensiun

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 

Administras Pelaksanaan Tugas 

ASN

12 dokumen 330.359.300,00           12 dokumen 343.290.000,00
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 

Administras Pelaksanaan Tugas 

ASN

12 dokumen 303.840.000,00 DAU              - - 39.450.000,00-        
Pegawai 

berkurang

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/ Verifikasi Keuangan 

SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan 

SKPD

77 dokumen 40.000.000,00             60 dokumen 37.980.000,00

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/ Verifikasi Keuangan 

SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan 

SKPD

60 dokumen 37.980.000,00 DAU              - - -                            

Administrasi Barang Milik Daerah 

Pada Perangkat Daerah

Persentase laporan/dokumen 

Barang Milik Daerah yg akurat dan 

sesuai dengan ketentuan

100 % 3.000.000,00             100 % 1.700.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah 

Pada Perangkat Daerah

Persentase laporan/dokumen 

Barang Milik Daerah yg akurat dan 

sesuai dengan ketentuan

100 % 1.700.000,00 DAU              - - -                            

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah 

SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD
2 laporan 1.000.000,00              0,00

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah 

SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD
0,00 DAU              - - -                            

Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah Pada SKPD 
4 laporan 2.000.000,00              4 laporan 1.700.000,00

Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah Pada SKPD 
4 laporan 1.700.000,00 DAU              - - -                            

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase dokumen kepegawaian 

yang akurat dan sesuai ketentuan
100 % 32.000.000,00           100 % 24.930.000,00

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase dokumen kepegawaian 

yang akurat dan sesuai ketentuan
100 % 24.930.000,00 DAU              - - 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Perlengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Perlengkapan
1 paket 12.000.000,00             0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Perlengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Perlengkapan
0,00 DAU              - - -                            

Pendataan dan Pengelolahan 

Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan 

Pengelolahan Administrasi 

Kepegawaian 

4 Dokumen 5.000.000,00              4 Dokumen 2.000.000,00
Pendataan dan Pengelolahan 

Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan 

Pengelolahan Administrasi 

Kepegawaian 

4 Dokumen 2.000.000,00 DAU              - - -                            

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

4 Dokumen 5.000.000,00              0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

0 DAU              - - -                            

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

2
orang/ 

bulan
10.000.000,00             2 orang 22.930.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

2
orang/ 

bulan
22.930.000 DAU              - - -                            

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan 

umum Perangkat Daerah
100 % 155.509.700,00         100 % 140.033.500,00

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan 

umum Perangkat Daerah
100 % 139.033.500,00 DAU              - - -1.000.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

4 paket 4.000.000,00              4 paket 10.405.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

4 paket 10.405.000,00 DAU -

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

4 paket 15.000.000,00             4 paket 10.148.000,00
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

4 paket 10.148.000,00 DAU              - - -                            

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rmh 

Tangga yang Disediakan
1 paket 8.000.000,00              1 paket 5.000.000,00

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rmh 

Tangga yang Disediakan
1 paket 5.000.000 DAU              - - -                            

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan
4 paket 21.509.700,00             4 paket 15.808.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan
4 paket 16.508.000,00 DAU              - - 700.000,00             

Kekurangan 

Anggaran

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
4 paket 10.000.000,00             4 paket 9.897.500,00

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
4 paket 9.897.500,00 DAU              - - -                            

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu
12 laporan 10.000.000,00             12 laporan 6.075.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu
12 laporan 6.075.000,00 DAU              - - -                            

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

24 laporan 85.000.000,00             12 laporan 82.700.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

24 laporan 81.000.000,00 DAU 1.700.000,00-          

Pengurangan 

Perjalanan 

dinas

Tabel 3.2

Tabel Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2023 

No
URUSAN/ BIDANG 

URUSAN/ UNSUR

RENJA 2024 P-RENJA 2023

ALASAN 

PERUBAHAN

DPA 2024

SUMBER 

DANA

 TAMBAH/ (KURANG) 

TARGET IK

11

TARGET IK

14 = 11 - 77

TARGET IK

5

TARGET IK



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (SATUAN) PAGU (Rp) PAGU (Rp)

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (SATUAN) PAGU (Rp)  PAGU (Rp) 

1 2 3 4 6 8 9 10 12 13 15 = 12 - 8 16

No
URUSAN/ BIDANG 

URUSAN/ UNSUR

RENJA 2024 P-RENJA 2023

ALASAN 

PERUBAHAN

DPA 2024

SUMBER 

DANA

 TAMBAH/ (KURANG) 

TARGET IK

11

TARGET IK

14 = 11 - 77

TARGET IK

5

TARGET IK

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Persentase pengadaan Barang Milik 

Daerah yang terealisasi
100 % 120.000.000,00         100 % 133.909.651,00

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Persentase pengadaan Barang Milik 

Daerah yang terealisasi
100 % 137.247.907,00 DAU              - - 3.338.256,00

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Disediakan

2 Unit 50.000.000,00             0,00

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Disediakan

0 DAU              - - -                            

Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel Yang 

Disediakan
6 Unit 20.000.000,00             2 paket 11.660.439,00 Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel Yang 

Disediakan
2 paket 11.660.439,00 DAU              - - -                            

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
2 Unit 40.000.000,00             5 unit 18.347.690,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
7 Unit 20.168.090,00 DAU         2,00 - 1.820.400,00          

kebutuhan 

mendadak

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  

Gedung  Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

4 Unit 2.090.000,00              0,00

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  

Gedung  Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

0,00 DAU -                            

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit  Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan

2 Unit 10.000.000,00             4 Unit 103.901.522,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit  Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan

2 Unit 105.419.378,00 DAU        (2,00) - 1.517.856,00          
kebutuhan 

mendadak

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase jasa penunjang 

opersional kantor yang tersedia
100 % 142.000.000,00         100 % 140.992.908,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase jasa penunjang 

opersional kantor yang tersedia
100 % 152.234.616,00 DAU              - - 11.241.708,00       

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 laporan 30.000.000,00             12 laporan 28.958.292,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

12 laporan 40.200.000,00 DAU              - - 11.241.708             
Kekurangan 

Anggaran

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

12 laporan 112.000.000,00           12 laporan 112.034.616,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

12 laporan 112.034.616,00 DAU              - - -                            

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase Barang Milik Daerah 

kondisi  baik
100 % 147.000.000,00         100 % 111.346.700,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase Barang Milik Daerah 

kondisi  baik
100 % 103.426.700,00 DAU              - - 7.920.000,00-         

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

1 Unit 80.000.000,00             6 Unit 84.586.700,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

6 Unit 84.586.700,00 DAU              - - -                             

Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 15.000.000,00             12 Unit 8.880.000,00 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 8.880.000,00 DAU              - - -                             

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara
12 Unit 12.000.000,00             12 Unit 6.660.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara
12 Unit 6.660.000,00 DAU              - -                             

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi

4 Unit 30.000.000,00             3 unit 7.920.000,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi

0 0,00 DAU        (3,00) 7.920.000,00-          
Penghematan 

Anggaran

Pemeliharaan/ Rehabilitasi  Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi

4 Unit 10.000.000,00             4 unit 3.300.000,00

Pemeliharaan/ Rehabilitasi  Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi

17 Unit 3.300.000,00 DAU       13,00 -                             

Salah ketik 

waktu di 

penyusunan 

DPA

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase Dokumen 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

yang tepat waktu dan Indeks 

Pelayanan Publik Kecamatan

100 % 45.000.000,00           100 % 26.621.800,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase Dokumen 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

yang tepat waktu dan Indeks 

Pelayanan Publik Kecamatan

100 % 26.621.800,00 DAU              - - -                             

Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

Persentase kegiatan pemerintahan 

yang dikoordinasikan dengan 

instansi terkait

100 % 25.000.000,00           100 % 17.999.800,00

Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

Persentase kegiatan pemerintahan 

yang dikoordinasikan dengan 

instansi terkait

100 % 17.999.800,00 DAU              - - -                             

Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait

1 Laporan 25.000.000,00             1 Laporan 15.499.800,00

Koordinasi/Sinergi Perencanaan 

dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait

1 Laporan 15.499.800,00 DAU              - - -                             

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

pemerintahan di tingkat Kecamatan

Jumlah dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan

12 Dokumen 1.000.000,00              12 dokumen 2.500.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

pemerintahan di tingkat Kecamatan

Jumlah dokumen Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan

1 Dokumen 2.500.000,00 DAU

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh Unit Kerja PD 

yang ada di Kecamatan

Persentase Laporan bulanan 

PATEN yang Diselesaikan Tepat 

Waktu (berdasarkan Perbup 

PATEN)

100 % 10.000.000,00           100 % 4.997.000,00

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh Unit Kerja PD 

yang ada di Kecamatan

Persentase Laporan bulanan 

PATEN yang Diselesaikan Tepat 

Waktu (berdasarkan Perbup 

PATEN)

100 % 4.997.000,00 DAU              - -                             

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan  kepada Masyarakat di 

Wil Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

1 laporan 10.000.000,00             12 dokumen 4.997.000,00

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan  kepada Masyarakat di 

Wil Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

12 laporan 4.997.000,00 DAU              - -                             

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Dilimpahkan kepada Camat
Persentase Realisasi PBB-P2 100 % 10.000.000,00           100 % 3.625.000,00

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Dilimpahkan kepada Camat
Persentase Realisasi PBB-P2 100 % 3.625.000,00 DAU              - -                             

Pelaksanaan Urusan Pemerinthan 

yang terkait dgn Kewenangan Lain 

yang Dilimpahkan

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9 laporan 10.000.000,00             9 laporan 3.625.000,00

Pelaksanaan Urusan Pemerinthan 

yang terkait dgn Kewenangan Lain 

yang Dilimpahkan

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9 laporan 3.625.000,00 DAU              - -                             

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase lembaga 

kemasyarakatan desa/kelurahan 

yang aktif

35 % 45.000.000,00           35 % 14.888.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase lembaga 

kemasyarakatan desa/kelurahan 

yang aktif

90 % 7.146.000,00 DAU       55,00 % 7.742.000,00-         
Perhitungan 

Data terbaru

Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa

Persentase Hasil Evaluasi 

Pemberdayaan Masyarakat yang 

ditindaklanjuti

50 % 15.000.000,00           50 % 2.775.000,00
Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa

Persentase Hasil Evaluasi 

Pemberdayaan Masyarakat yang 

ditindaklanjuti

100 % 2.775.000,00 DAU       50,00 % -                             

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

di Wilayah Kecamatan (Evaluasi 

Program PKK)

4 laporan 15.000.000,00             4 laporan 2.775.000,00

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

di Wilayah Kecamatan 

4 laporan 2.775.000,00 DAU              - -                             



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (SATUAN) PAGU (Rp) PAGU (Rp)

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (SATUAN) PAGU (Rp)  PAGU (Rp) 

1 2 3 4 6 8 9 10 12 13 15 = 12 - 8 16

No
URUSAN/ BIDANG 

URUSAN/ UNSUR

RENJA 2024 P-RENJA 2023

ALASAN 

PERUBAHAN

DPA 2024

SUMBER 

DANA

 TAMBAH/ (KURANG) 

TARGET IK

11

TARGET IK

14 = 11 - 77

TARGET IK

5

TARGET IK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga

150 Keluarga 30.000.000,00           150 Keluarga 12.113.000,00

Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga

50 laporan 4.371.000,00 DAU     (100,00) 7.742.000,00-         
Penghematan 

Anggaran

Peningkatan Ketahanan Pangan 

Keluarga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Peningkatan Ketahanan Pangan 

Keluarga

50 Keluarga 10.000.000,00             50 Keluarga 4.371.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan 

Keluarga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Peningkatan Ketahanan Pangan 

Keluarga

50 Keluarga 4.371.000,00 DAU              - -                             

Penumbuhan Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan Derajat 

Kesehatan  Keluarga dan 

Lingkungan dengan Menerapkan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Penumbuhan Kesadaran Keluarga  

dalam Peningkatan Derajat 

Kesehatan Keluarga dan 

Lingkungan Dengan Menerapkan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

50 Keluarga 10.000.000,00             50 Keluarga 3.871.000,00

Penumbuhan Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan Derajat 

Kesehatan  Keluarga dan 

Lingkungan dengan Menerapkan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Penumbuhan Kesadaran Keluarga  

dalam Peningkatan Derajat 

Kesehatan Keluarga dan 

Lingkungan Dengan Menerapkan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

50 Keluarga 0,00 DAU              - 3.871.000,00-          
Penghematan 

Anggaran

Penumbuhan Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan Kualitas 

Kelestarian Lingkungan Hidup

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Penumbuhan Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan Taraf Hidup 

Keluarga melalui Kehidupan 

Berkoperasi dan Pengembangan 

Ekonomi Lainnya

50 Keluarga 10.000.000,00             50 Keluarga 3.871.000,00

Penumbuhan Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan Kualitas 

Kelestarian Lingkungan Hidup

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Penumbuhan Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan Taraf Hidup 

Keluarga melalui Kehidupan 

Berkoperasi dan Pengembangan 

Ekonomi Lainnya

50 Keluarga 0,00 DAU              - 3.871.000,00-          
Penghematan 

Anggaran

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN 

DANKETERTIBAN UMUM

Persentase Penanganan gangguan 

Trantibum
100 % 30.000.000,00           100 % 81.682.500,00

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN 

DANKETERTIBAN UMUM

Persentase Penanganan gangguan 

Trantibum
100 % 54.387.500,00 DAU              - 27.295.000,00-       

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum

Persentase laporan yang 

ditindaklanjuti ke instansi terkait
100 % 30.000.000,00           100 % 78.682.500,00

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum

Persentase laporan yang 

ditindaklanjuti ke instansi terkait
100 % 54.387.500,00 DAU              - 24.295.000,00-       

Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal 

di Wilayah Kecamatan

4 laporan 15.000.000,00             12 laporan 67.122.500,00

Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal 

di Wilayah Kecamatan

4 laporan 47.525.000,00 DAU        (8,00) 19.597.500,00-        
Penghematan 

Anggaran

Harmonisasi Hubungan Dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

2 laporan 15.000.000,00             2 laporan 11.560.000,00

Harmonisasi Hubungan Dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat

1 laporan 6.862.500,00 DAU        (1,00) 4.697.500,00-          
Penghematan 

Anggaran

Koordinasi Penerapan dan 

penegakan perda dan Perkada

Jumlah laporan Koordinasi/sinergi 

dengan perangkat daerah yang 

tugas dan fungsinya di bidang 

penegakan peraturan perundang-

undangan danatau kepolisian 

Negara RI

4 laporan 1.000.000,00             4 laporan 3.000.000,00
Koordinasi Penerapan dan 

penegakan perda dan Perkada

Jumlah laporan Koordinasi/sinergi 

dengan perangkat daerah yang 

tugas dan fungsinya di bidang 

penegakan peraturan perundang-

undangan danatau kepolisian 

Negara RI

0,00 DAU        (4,00) 3.000.000,00-         

Koordinasi/sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang penegakan 

peraturan perundang-undangan 

danatau kepolisian Negara RI

Jumlah laporan Koordinasi/sinergi 

dengan perangkat daerah yang 

tugas dan fungsinya di bidang 

penegakan peraturan perundang-

undangan danatau kepolisian 

Negara RI

4 laporan 1.000.000,00              4 laporan 3.000.000,00

Koordinasi/sinergi dengan 

perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang penegakan 

peraturan perundang-undangan 

danatau kepolisian Negara RI

Jumlah laporan Koordinasi/sinergi 

dengan perangkat daerah yang 

tugas dan fungsinya di bidang 

penegakan peraturan perundang-

undangan danatau kepolisian 

Negara RI

0 0,00 DAU        (4,00) 3.000.000,00-          
tidak ada 

wewenang di 

kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase konflik SARA yang 

diselesaikan sesuai kewenangan
100 % 10.000.000,00           100 % 4.950.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase konflik SARA yang 

diselesaikan sesuai kewenangan
100 % 7.950.000,00 DAU              - 3.000.000,00         

Penyelenggaraan  Urusan  

Pemerintahan  Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Peserta yang Mengikuti 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional

200 orang 10.000.000,00           50 orang 4.950.000,00

Penyelenggaraan  Urusan  

Pemerintahan  Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Peserta yang Mengikuti 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional

50 orang 7.950.000,00 DAU              - 3.000.000,00         

Pembinaan       Wawasan       

Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan 

Pancasila,   Pelaksanaan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka  

Tunggal  Ika  serta Pemertahanan    

dan    Pemeliharaan    Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional dalam 

rangka Memantapkan Pengamalan 

Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun  1945, 

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 

serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

(PHBN, Hari Jadi Kabupaten 

Pasuruan, Hari Santri)

200 Orang 10.000.000,00             50 orang 4.950.000,00

Pembinaan       Wawasan       

Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan 

Pancasila,   Pelaksanaan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka  

Tunggal  Ika  serta Pemertahanan    

dan    Pemeliharaan    Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Nasional dalam 

rangka Memantapkan Pengamalan 

Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun  1945, 

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 

serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

(PHBN, Hari Jadi Kabupaten 

Pasuruan, Hari Santri)

50 Orang 7.950.000,00 DAU              - 3.000.000,00         

adanya 

proposal dari 

lembaga 

masyarakat

PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN 

DESA

Persentase Pemerintahan Desa 

dengan Administrasi Desa yang 

Baik

77 % 57.000.000,00           77 % 5.100.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN 

DESA

Persentase Pemerintahan Desa 

dengan Administrasi Desa yang 

Baik

77 % 5.100.000,00 DAU              - -                             

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koord. Pembinaan dan 

Pengawasan pemerintah Desa

Persentase hasil  Fasilitasi, 

Pembinaan dan Pengawasan 

pemerintah Desa yang 

ditindaklanjuti

90 % 57.000.000,00           90 % 5.100.000,00

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koord. Pembinaan dan 

Pengawasan pemerintah Desa

Persentase hasil  Fasilitasi, 

Pembinaan dan Pengawasan 

pemerintah Desa yang 

ditindaklanjuti

90 % 5.100.000,00 DAU              - -                             

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa (Perdes tentang 

APBDes)

9 Dokumen 17.000.000,00             9 Dokumen 0,00
Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa (Perdes tentang 

APBDes)

9 Dokumen 0,00 DAU              - -                             

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa (Buku 

Administrasi Desa x banyak desa)

243 Dokumen 20.000.000,00             243 Dokumen 0,00
Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa (Buku 

Administrasi Desa x banyak desa)

243 Dokumen 0,00 DAU              - -                             

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan Pendayagunaan 

Aset Desa (Verifikasi Laporan 

Keuangan Desa)

81 Dokumen 20.000.000,00             81 Dokumen 5.100.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan Pendayagunaan 

Aset Desa (Verifikasi Laporan 

Keuangan Desa)

81 Dokumen 5.100.000,00 DAU              - -                             

3.333.112.361,00      3.073.445.636,00        3.007.631.492,00     65.814.144,00-       TOTAL
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TABEL 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

NO

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

DAERAH

PROYEK 

STRATEGIS

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN BAB IV RKPD 

TAHUN 2024

PEMETAAN 

BERDASARKAN 

SIPD TAHUN 

2024

PAGU ANGGARAN TARGET INDIKATOR KINERJA




